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ABSTRAK 

 

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang 

berdampak luas terhadap stabilitas pemerintahan, kepercayaan publik, serta 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk korupsi yang mendapat perhatian 

serius adalah tindak pidana korupsi Dana Desa, mengingat Dana Desa merupakan 

instrumen strategis dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum 

terhadap tindak pidana korupsi Dana Desa di Desa Bugel, Kecamatan Kedung, 

Kabupaten Jepara, dengan menitikberatkan pada penerapan norma hukum, proses 

pembuktian, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak 

Pidana Korupsi Semarang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis 

normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui pendekatan perundang-

undangan, konseptual, dan studi putusan. Analisis dilakukan secara kualitatif 

terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menilai kesesuaian 

penerapan hukum dengan tujuan hukum pidana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak 

pidana korupsi Dana Desa telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana khusus, dengan 

tetap memperhatikan asas-asas umum hukum pidana. Majelis hakim menyatakan 

terdakwa selaku kepala desa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan 

kerugian keuangan negara sebesar Rp145.087.055,00, dengan pembuktian 
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dakwaan subsidiair. Putusan menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, serta 

pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai upaya pemulihan 

kerugian keuangan negara. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam 

penegakan hukum, terutama terkait pembuktian, lemahnya administrasi dan 

pengawasan keuangan desa, serta faktor sosial masyarakat.  

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan 

kapasitas aparatur desa, dan konsistensi aparat penegak hukum guna mencegah 

terjadinya korupsi Dana Desa di masa mendatang. 

Kata kunci: Penegakan Hukum, Korupsi Dana Desa, Pertimbangan Hakim, 

Pemidanaan. 
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ABSTRACT 

 

Corruption is classified as an extraordinary crime due to its extensive 

impact on state governance, public trust, and social welfare. One form of 

corruption that has received serious attention is the misappropriation of Village 

Funds, as these funds are a strategic instrument for rural development and 

community empowerment. This study aims to analyze law enforcement against 

Village Fund corruption in Bugel Village, Kedung District, Jepara Regency, with 

particular emphasis on the application of legal norms, the evidentiary process, and 

judicial considerations in the Decision of the Semarang Corruption Court Number 

38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg. 

This research employs a normative juridical method with descriptive-

analytical characteristics, using statutory, conceptual, and case approaches. The 

analysis is conducted through qualitative legal reasoning by examining primary 

legal materials, including laws and regulations on corruption eradication, as well 

as the relevant court decision as the main object of study. Secondary legal 

materials in the form of legal doctrines and scholarly opinions are also used to 

support the analysis. 

The results of the study show that law enforcement against Village Fund 

corruption has been implemented within the framework of an integrated criminal 

justice system and is based on the Anti-Corruption Law as a special criminal law, 

while still adhering to the general principles of criminal law. In the case 

examined, the panel of judges declared the defendant, acting as a village head, 

legally and convincingly guilty of committing corruption through abuse of 
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authority, resulting in state financial losses amounting to Rp145,087,055.00, 

proven under the subsidiary indictment. The court imposed imprisonment, a fine, 

and additional punishment in the form of compensation payment as a means of 

restoring state financial losses. However, the relatively light prison sentence raises 

concerns regarding its deterrent effect. The study also identifies obstacles in law 

enforcement, including evidentiary difficulties, weak village financial 

administration, and socio-cultural factors.  

Therefore, strengthening supervision mechanisms, improving the capacity 

of village officials, and enhancing community participation are necessary to 

prevent Village Fund corruption effectively. 

Keywords: Law Enforcement, Village Fund Corruption, Judicial Considerations, 

Senten.
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